LEMBARAN DAERAH KITAf ADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 2 TAHUN 1986 SERTI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYH DAERAH TINGKAT II
gk A3 B A

NOMOR ¢ 9 TAI.UN 1985

TENTO NG
IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DALAM WILAYAH ~OTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Men;mbang ¢ a. bahwa Perituran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor
18 Tahun 1981 tentang Perijinan
Mendiriken Perusahaan Angkutan
Kendaraan Cermotor Umum dalam Wi
layah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Salatiga sudah tidak sesuai
dengan F:2putusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Ng
mor 551.2/187/1985, tertanggal 8
Juni 1985 tentang Pedoman Pembe-
rian Ijin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan di Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah sehingga
perlu dicabut 3

b. bahwa sehubungan dengan itu,maka
dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Dzerah yang Baru ten
tang Ijin Mendirikan Perusahaan
Pengangkutan dalam Wjlayah Kota
madya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat —oa B A TLe
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Mengingat : l. Undang=-undang Nomor 5 Tahun
1974, tentang Pokok=pokok Pemg
rintahan di Daerah g

2. Undang=undang Nomor 17 Tahun
1950, tentang Pembentukan Dag
rah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur
Jawa Tengah dan Jawa Barat 3

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. T
hun 1957, tentang Peraturan
mum Retribusi Daerah g

4, Undang-undang Nomor 3 Tahun
1965, tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Raya ;

5. Keputusan Menteri rerhubungan
tanggal 1 Mei 1984 Nomor KM,95
/PR.301/Phb-1984, tentang Pedg
man Penyerderhanaan Perijinan
Usaha di Sektor Perhubungan ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Dag
rah Tingkat I Jawa Tengah No
mor 551,2/187/1985, tentang Pg
doman Pembzarian I1jin Mendiri -
kan Perusahaan Pepgangkutan di
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Icio

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

MEMUTUSXKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DARE
RAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG
IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENG
ANGKUTAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA,

BABI...C..Q.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturap Darrah ini yang dimaksud de
ngarn 3

Qe

be

Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Salatiga,

DLLAJR ialah Cebang Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah
Tingkat I Jawe Tengah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga.

Organda ialah Organisasi Perusahaan Nasi
nal Angkutan Kendaraan Bermotor Kotama -
dya Dazrah Tingkat II Salatiga.
Perusahaan Pencangkutan ialah Perusahaan
yang menyelengcarakan angkutan orang
atau barang dengan kendaraan bermotor u
mum yang berkedudukan di wilayah Kotama-
dya Daerah Tinykat II Salatiga,
Kendaraan bermotor umum ialah setiap ken
daraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang ada paca kendaraan itu/biasa
nya dipergunakan untuk pengangkutan 8-
rang atau barang di jalan selain dari pa
da kendaraan yang berjalan di atas rel,
yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum dengan pembayaran, /dan

Ijin ialah ijin mendirikan erusahaan pe
ngangkutan sebagaimana dimaEsudeasal 27
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965,/ dalam
Persetujuan Prinsip ialah persetujuan un
tuk menambah juwmlah kendaraan bermotor U
mum dalam rangka perluasan usaha dibi =
dang Pepgangkutan atau pendirian usaha
pengangkutan baru,

BABII.O...O.
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B*R=B" "I 1
PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA
Pasal 2

(1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan
harus dengan Ijin Kepala Daerah,

(2) Ijin tersebut ayat (1) pasal ini tidak
membebaskan Perusahaan Pengangkutan yang
bersangkutan dari ketentuan yang berlaku
bagi Pendirian Perusahaan.

Pasal 3

Untuk memperluas usaha dengan menambah
jumlah kendaraan bermotor umum dan untuk men=-
dirikan perusahzaan baru, terlebih dahulu ha-
rus dengan persetujuan Prinsip Kepala Daerah,

BAB T11

PROSEDUR PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IJIN
ATAU PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 4

Permohonan ijin atau persstujuan prin -
sip disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Daerah lewat Kepala DLLAJR, dalam rangkap 3
tiga ) bermeterai Rpe500,-- ( LIMA RATUS RUPI
AH ) pada formulir yang telah disediakan,

Pasal &5

(1) Kepala Daerah memberikan ijin atau perse=-
tujuan Prinsip setelah memperoleh pertime
bangan tertulis dari Kepala DLLAJR yang
disampaikan bersama-sama permohonan dimak
sud pasal 4 Peraturan Daerah ini,

(2) UntUk s .e -, . 9
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(2) Untuk memberjkan partimbangan tersebut
ayat (1) pasaj ini, Kepala DLLAJR menga
dakan penelitian mengenai :

a. Ijin Lokasi/ Banqunzn berdasarkan Un
dang-undang Gangyuan ( H 0 ).

b., Jumlah kendaraan dan persyaratam—per
syaratan tehnis.

c. Faktor keseimbangan antara penawaran
dan permintaan akan jasa angkutan.

d. Faktor persyaratun keamanan Lalu Lipn
tas,

(3) Proses pelaksanaan pemberian Ijin atau
Persetujuan Prinsip tersebut ayat (1)
pasal ini harus dapat diselesaikan da -
lam jangka waktu selama=lamanya 2
( dua ) minggu.

Pasdal 6

(1) Ijin atau persetujuan Prinsip diberikan
atas nama pemohon dan tidak dapat dipip
dah tangankan.

(2) Penolakan terhadap permchonan ijin atau
persetujuan Primsip disampaikan secara
tertulis oleh Kepala Daerah kepada pemg
hon dengan menyebutkan alasan-alasan pg
nolakannya.

Pasal 7
Terhadap penolakuan permohonan ijin
atau persetujuan Prinsip dimaksud pasal 6

ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon da =
pat mengajukan banding kepada Gubernur Kepa
la Daerah Tingkat I Jawi Tengah dalam jang
ka waktu 30 ( Tiga puluh ) bari terhitung
sejak Surat Penolakan citerima lewat DLLAJR
dengan mengisi formulir yang telah disedia-
kan -

BAB Ivoooob.
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B-A B IV
PERSYARATAN BAGI PEMOHOGN IJIN
Pasal 8

Untuk memperoleh ijin, setiap permohon-
an diharuskan memenuhi persyaratan sebagai

berikut

a. Persyaratan umum

1. Pemohon berbentuk perorangan, Koperasi
dan atau Badan hukum yang didirikan
berdasarkan Hukum yang berlaku di Indg
nesia.

2. Pepohon merupakan Pengusaha . Nasional.

b. Persyaratan khusus :

1. Bagi pemohon ijin yang telah memiliki
kendaraan bermotor umum, pengajuan per
mohonannya harus dilampiri dengan @

a., Akte Otentik pendirian Perusahaane.

be

Ee

Surat bukti pemilikan kendaraah ber
motor umum, dimana bagi perusahaan
Otobis atau Truk paling sedikit 5
( lima ) buah kendaraan dan bagi
perusahaan mobil penumpang umum pa
ling sedikit 2 ( dua ) buah kendara
an.

Surat bukti memiliki garasi/tempat
penyimpanan kendaraan yang dapat mg
muat seluruh kendaraan tersebut hu
ruf Ha

Surat pernyataan tidak akan memper-
gunakan jalan umum untuk berpangkal,

Ijin berdasarkan Undang-undang Gang
guan ( Ijin H 0 ).

s ‘GUEAE s iaan ke e
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f. Surat keterengan sebzgai anggota Organ
da.

Bagi pemohon ijin yang telum memiliki ken
daraan bermotor umum, terlebih dahulu ha
rus mendapatkan perset@juan Primsip dari
Kepala Daerah.

Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi
kewajiban pemohon untuk memenuhi persya =-
ratan khusus dimaksud angka 1, setelah
syarat=syarat yang ditentukan dalam Perse
tujuan Prinsip dipenuhi, g

BAR 3 ¥

JANGKA WAKYU IJIN DAN
JANGKA. WAKTU FERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9
Ijin berlaku untuk waktu yang tidak

yerbatas.

(1)

(2)

Pasal 1C
Persetujuan Prinsip berlzku selama 6 ( e-
nam ) bulan dan tidak dapat diperpanjang
kecuali derngan alasan=-alasan yang dapat
dipertangguny jawabkan.

Dadam jangka waktu tersebut ayat (1) pa-
sal ini, pemohon harus sudah dapat mewu-
judkan persyaratan yang ditetapkan dalam
persetujuan Prinsip.,

BRI B W
PENNING KENDARAAN
Pasal 11

(1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Per

usahaan Pengangkutan yang tercantum da
lam ijin atau persetujuan Prinsip dimak=-
sud pasal 6 ayat (1)

reraturan e o e o© e »
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Peraturan Daerah ini dibarikan penning
kendaraan yang masa berlakunya 1 ( satu )
tahun dan dapat diperbaharui,

(2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan
diajukan secara tertulis kepada Kepala
Daerah Lewat Kepala DLLAJR paling lambat
30 ( tiga puluh ) hari sebelum berakhir
masa berlakunya,

Pasal 12
Penning Kendaraan harus selalu berada
pada kendaraan yang bersangkutan dan ditempel
pada kaca depan yang mudah dilihat,

B A B VEI
BIAYA ADMINISTRASI
Pasal 13

(1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin
ditentukan sebagai berikut

a., Bagi Perusahaan Pengangkutan Otobis a-
tau Teuk 3

l. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sg
besar R,25.000,--

2. Denpgan armada 11 s/d 25 kendaraan
sebesar Rp.50,000, -~

3. Dengan armada 26 keatas sebesar
Rpa75,000,~=.

be Bagi Perusahaan Pengangkutan mobil Pe=-
numpang sebesar Rp.25.000,-.

(2) Biaya administrasi untuk mendapatkan per=
setujuan Prinsip tersebut pasal 3 dan pa
sal 8 huruf b angka 2 Peraturan Daerah i=-
ni ditentukan sebesar Rp.15.000,-- per ken
daraane

(3) Blave v 5 & % &
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Biaya administrasi untuk mendapatkan pen
ning kendaraan tersa:but pasal 11 ayat

(1) Peraturan Daerah ini ditentukan sebe
sar. Rp.2.,000,-- i

Biaya-biaya tersebut ayat (1), (2) dan a
yat (3) pasal ini belum termasuk biaya
meterai dan Leges.

Segala biaya tersebut ayat (1), (2), (3)
dan (4) pasal ini harUs dibayar tunai
dan disetor ke Kes Jaerah,

BoR B UTEY
KEWAJITIIBAN
Fasal 14.

Setiap Perusahaan Pengangkutan diwajib -
kan memberikan laporan tertullis kepada
Kepala Daerah dalam hal ini DLLAJR, satu
kali setizp 6( enam ) bulan dengan mem -
pergunakan formulir isian yang ditetap -
kan.

Kewajiban terseput dalam ayat (1) pasal
ini disertai pula saran-=-saran dan atau
usul=-usul mengenai peningkatan tertib
dan keamanan Lalu Lintas.

B R B IX
SR Mg T
Pasal 15

Pelanggaran terhadip pasal 2, pasal 3,
pasal 6 ayat (1),pasal 12, pasal 14 a
yat (1) Peraturan Daerah ini, dapat di-
pidana dengan pidana kurungan selama=-la
nya 3 ( tiga ) bulan :tau denda sebanyak
-banyaknya Rp.25.030,7( Dua Puluh Lima
ribu Rupiah ),

(2) Ijln Y .62 .



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

10

Ijin tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan

Daerah ini dapat diecabut, apabila peme =

gang 1jin 3

a. Memberijkan keterangan yang tidak be -
nar.

b. Tidak dapat mewujudkan persyaratan
yang ditetapkan dalam Surat Ijin,

c. Menyatakan menghentikan usahanya dibi
dang angkutan,

Ijin tersebut pasal 6 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dapat dicabut untuk jangka
waktu tertentu apabila pemegang ijin mg
lakukan pelagggaran berate

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal .16

Dalam waktu 6 ( enam ) bulan sejak berla
kunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan
Pengangkutan yang belum dapat memenuhi
persyaratan tersebut dalam pasal 8 huruf
b Peraturan Daerah ini diberikan kesem =
patan untuk menambah kendaraan atau meng
gabungkan pengusahaan kendaraannya de
ngan perusahaan lain yang sejenise

Penggabungan usaha dimaksud ayat (1) pa
sal ini harus berbentuk Koperasi / Badan
Hukume

Perusahaan Pengangkutan yang telah men-
dapatkan ijin Sebelum berlakunya Peratur
an Daerah ini, dalam waktu selambat-lam=
batnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengaju
kan permohonan ulang berdasarkan Peratur
an Daerah ini, .

B A B XI - - . - ..
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BAB XI
BENUYT UP
Pasal 17

Hal-hal yang telum diatur dalam Pera -
turan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh
Kepala Daerah sepanjanrc mengenai pelaksanaan-
nya.

Pasal 18

Dengan berlakunya [P'eraturan Daerah i
ni, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 18 Tahun 1981 (Lem-
baran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sala
tiga tahun 1981 Seri B Nomor 5 ), tentang Per
ijinan Mendirikan Perusahazn Angkutan Kendara
an Bermotor Umum dalam Wileyah Kotamadya Dag
rah Tingkat II Salatigw, iinyatakan tidak ber
laku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa
da hari pertama sejak ciuncangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan,
pengundangan Peraturan Jaerah ini dengan pe
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga,

Salatiga, 4 Nopember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WJALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH CAERAH TINGKAT 1II

TINGKAT II SALATIGA SALATIGA
g KETUA,
Cap Etds Cap ttde
P.C, SOETRISNO DJOKO SANTOSO, BA

nisahkan ) » ° ® L] L]
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Disahkan dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 9 Januari
1986 Nomor 188,.3/12/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

Cap ttidy

W-A L U J 0z SH
NIP. 010 019 835

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga Nomor 2 Tanggal 4 Pebruari
1986 Seri B Nomor 2,

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Cap  ttd.

Drs, SOEJOEDTO DHANCEWINOTO .
NIP. 500 029 363,
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